_ BUPATI KARANGANYAR -
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NQMOR ' ,,‘Lg TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
- BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

o T - .  BUPATI KARANGANYAR,
. . Men}mbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam.
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan.
' _\tambahan penghasilan dalam rangka pemngkatan kinerja -
Bupatl Wakil Bupati dan PNS berdasarkan beban kerja,
tempat kerja, lingkungan kerja, kelangkaan profeSl dan.
prestasi kerja; '

e 5 bahwa tambahan penghasilan merupakan perbalkan-
‘ penghasulan yang diberikan dalam rangka pemngkatan
kesejahteraan PNS;

c. bahwa untuk maksud tersebut - perlu ditetapkan dengan"‘: \
Peraturan Bupati.

-~  Mengingat i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang.
.,. ‘ 4 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ngkungan'
Prop|n5| Jawa Tengah; .

2. Undang Undang- Nomor 10 Tahun 2004 tentang_ -
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran‘. N
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, .. . -
Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndone3|a Nomor;»'*
4389) -

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang o
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan. Undang- =
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548) :

4. Peraturan Pemerintah. Nomor 58 - Tahun 2005 - tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),




Menet;a‘pkayn o

!

5. Perat’uran Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporanf

Keuarigan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia ~ Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor ‘

- 4614);

6. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
L tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun

12001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan. Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
: Karanganyar Tahun 2001 Nomor 9 Seri D 3); '

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun

2661 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten'

- Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D 4),

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun o
- 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis =~
Daerah Kabupaten Karanganyar . (Lembaran Daerah ,

Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 11 Seri D 5);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun

2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
~ Kelurahan - Kabupaten Karanganyar (Lembaran - Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 12 Seri D.6. );

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja' Dinas Keluarga
' Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karanganyar

(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 ,

Nomor 8 Seri D.1.);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyarﬂomor 23 Tahun ‘

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan

Terpadu -Kabupaten = Karanganyar (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nombr 23)

MEMUTUSKAN

¥ PERA:TURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN .
.. PENGHASILAN KEPADA BUPATI. WAKIL “BUPATI - DAN

PEGAWAI NEGERI  SIPIL (PNS) LINGKUNGAN

PEMER!NTAH KABUPATEN KARANGANYAR o

i

b BABI
e KETENTUAN UMUM

P
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-

| ~ Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dlmaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Karapganyar.

| 2. Pemenntah - Daerah adalah Pemenntah Kabupaten

: Karanganyar

| 3. ‘,Bupatladalah Bupatl Karanganyar |

a4 ‘Pegawai Negeri Sipil yang seianjutnyé disingleat PNS adalah ,
- Pegawai Negeri Sij pnl dn lmgkungan Pemennfah Kabupaten :

Karanganyar



e e

10.

.,Satuan Kerga Perangkat Daerah yang sesanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna AnggaraniBarang

.. Eselonering adalah tmgkatan jabatan strukiural.

. ./Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang dtbenkan kepada .
~Bupati, Wakil Bupati dan PNS untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai:

. Tambahan penghaﬁan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan

yang diberikan kepada PNS -yang dibebani pekerjaan untuk menyefesa;kan
tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal ;

, 'Tambahan penghasxfan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan
_yang diberikan kepada PNS yang dalam me%aksanakan tugasnya dinilai
-mempunyai prestasi keqa :

- Tambahan penghasﬁan berdasarkan keiangkaan pmfeSt adalah tambahan

- penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dafam mengemban tugas memmk;
. keterampilan khusus dan langka; '

1.
12,

13,

‘Tambahan penghassian berdasarkan kQﬂdiSi kerja adaiah tambahan penghasﬁan
- yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada
-~ lingkungan kerja yang mem‘hky resiko tingg; '

Tambahan penghasﬂan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan

penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di daerah yang mem:ifk: tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dzgunakan sebagaz ‘

L dasar peiaksaﬁaan oleh Pengguna Anggaran.

BABH
PEMBER:AN TAMBAHAN PENGHAS!LAN

Pasai 2

o ‘(1) Dalam rangka penmgkatan kesejahteraan pegawai, dipandang periu membenkan‘ ;

“fambahan penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupah dan FNS dl imgkungan, S

Pemenn’rah Kabupaten Karanganyaf

- {2) Jems dan kriteria pemberxan tambahan penghasr!an sebagasmana dzmaksudr

pada ayat {1) Pasal ini sebagat berikut - :
“a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan sesuai dengan
~ fingkatan frekuensx pekerjaan/kegiatan yang -dilaksanakan, besamya
‘| wewenang, tanggung jawab, dan eselonering; ‘
b ' Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan pada pegawai
‘yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan ket}a yang
- memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan dan resiko kerja; -
¢. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan pada
 pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki
. tingkat kesulitan hnggi dan daerah terpencil yang dinilai antara lain dari
kondisi geografis | dan ketefsedtaan/ketengkapan safana dan prasarana

- dasar publik; %,

d. Tambahan penghasﬁaﬁ berdasarkan keiangkaan profesi diberikan bagi

pegawai yang memiliki ketrampilan khusus dan langka serta mampu
memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan daerah;

e Tambahan penghaszian berdasarkan prestasi kerja, dihitung berdasarkan

' capaian kinerja satuan kerja yang terukur pada Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah {LAKIP) SKPD atau iaperan kinerja SKPD,

S dengan nilai cagaxan minimal terkategcﬂ baik.




T P Pasal 3 '
Kriteria pemberian| tambahan penghasilan berdasarkan “beban ker}a

.- sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat {2) huruf a Peraturan Bupati inji

dikelompokkan menurut kedudukan, jabatan, jems danlatau besaran afgamsas:

~ sebagal berikut ;

- a. Bupati dan Wakil éupat:,

b. Sekretariat Daerah;

" ¢. Sekretariat DPRD:

d. Dinas dan Badan;

- e, Kantor, Kecamatan dan Ke}urahan ; ;
Kntena pember:an tambahan penghasilan berdasarkan kond:sx kerja, tempat

bertugas, keiangkaan pmfem dan prestasi kerja akan diatur tersendiri oteh :

e Bupatl

(i).

- besaran organisasi berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada

RIS ~ i : Pasai 4 :
Pengeiompckan pembenan tambahan penghas:lan menumt jenis daniaiau'

~ Pasal 3 ayat (1) Perafuran Bupati ini d:dasarkan pertimbangan fungs; masmg-—
*masing SKPD sebaga: benkut : ,

a. Sekreianat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1). penyusunan keb;;akan pemerintahan daerah;
- 2) pengkoordmaszaﬁ pelaksanaan tugas dmas daerah dan tembaga tekms
© daerah; |
3). pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenntahan daerah
4}, pembinaan admwsiraz; dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5). pelaksanaan tugas lain yang dsbenkan oleh Bupah sesuai dengan tugas
dan fungsinya. | ‘

' b. Sekretariat DPRD mehyeienggarakan fungsi :

1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2). penyelerxggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3). penyelenggaraan rapat anggota DPRD; dan ,
4) penyediaan dan pengkcordmassan tenaga ahli yang diperlukan cieh
DPRD. |

c Dinas dan Badan menyelenggarakan fungs; ‘
- 1), perumusan kebqakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; ‘
- 2). pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemermtahan daerah sesuaz

- dengan !mgkup tugasnya;

- 3). pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuat dengan lingkup tugasnya dan
- 4). pelaksanaan tugas lain yang dzbeﬂkan oleh Bupaﬁ sesuai dengan tugas ‘

- dan fungsinya. |

" d. Kantor menyelenggarakan fungsi :

1), perumusan kebijakan teknis sesuai dengan imgkup tugasnya L
2). pemberian dukungan atas penyefenggaraan pemeﬁntahan daetah sesuax

dengan lingkup tugasnya;
- 3). pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai. dengan hngkup tugasnya dan

T 4). pelaksanaan tugas 1ain yaﬁg dtbenkaﬁ oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

 €‘§ Kecamatan menyelenggarakan fungsi: :

" 1). mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2). mengkccrdmas;kan upaya penyeienggaraan ketentraman dan ketertiban
: umum; a
- 3). mengkocrdmas;kan penerapan dan penegakan peraturan pemndang-
~undangan; |
- 4). mengkocrdmasilkan pemehharaan prasarana dan fasalﬁas peiayanan
. umun. !
I
|



f Keiurahan menyeienggarakan fungs&

1). pengkoordinasian

terhadap

jaiannya

Pemeﬁniahan Kelurahan,

- pelaksanaan pembangunan, pembinaan kesejahteraan masyarakat
ketentraman dan ketertiban serta pelayanan umum;

bidang pembangunan dan pembmaan:
kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;

; 2). pelaksanaan tugas

~masyarakat; g :

Kelurahan; i

di

e 3) pelaksanaan usaha pemngkatan pamsxpasx dan swadaya gctong myong

. | 4} pelaksanaan kegxatan pembmaan keteniraman ﬁan keterttban wilayah

- 5). pelaksanaan tugas fain yang dtbeﬁkan oieh Camat sesuai dengar; tugas |

- dan fungsinya. |

_(2) Dalarn hal SKPD mempunyax wewenang, tugas dan fungs: yang sama,

BABW

pemberian tambahan penghas:fan dapat df‘keicmpokkan {agi berdasarkan
’ tangkat esetonenng I

BESARAN PEMBERiAN TAMBAHAN PENGHAS!LAN

Pasa} 5

o ‘Besaran pembenan tambahan penghasilan adalah sebagai benkut ‘
S a. Besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, iempat

~ - bertugas, kelangkaan profesx dan Prestasi kerja diatur lebih lanjut oleh Bupati.
b Besaran pemberian tambahan penghasilan beréasarkan beban ker;a paling
-~ ‘banyak ada!ah sebaga: benkut

| No.{ SKPDIJ!—}BATAN BESARAN -
1 | Bupati Rp. 5.000.000,~ / bulan
-2 | Wakil Bupati Rp. 3.500.000,- / bulan
- 3 | Sekretariat Daerah ‘ .
| a. Sekretaris Daerah. “Rp. 3.000.000,00 / bulan
| b. Asisten. Rp. 2.000.000,00 / bulan
c. Kepala Bagian. Rp. 500.000,00 / bulan
d. Kepala Sub Bagtan : Rp.  200.000,00 fbulan
| e. Staf Sekretariat Daerah. - {Rp.  100.000,00 / bulan
| 4 | Sekretariat DPRD | 5 ER : ‘
| a. Sekretaris DPRD| ~{Rp. 750.000,00 / bulan
1 b. Kepala Bagian DPRD "1 Rp. 500.000,00/bulan
¢. Kepala Sub Bag:an DPRD { Rp.  200.000,00/bulan
] d. Staf Sekretariat DPRD I Rp. 100.000,00 / bulan
5 | Dinas dan Badan | | R | |
. la. Kepala DmasiBadan ~{Rp. 750.000,00/bulan
| b. KepalaBidang. | | Rp,  500.000,00 / bulan
{¢. Kepala Sub Dsnas . Rp. 500.000,00/ bulan
d. Sekretaris. | ~ Rp. 500.000,00 / bulan
| e. Kepala Bagian Tata Usaha Rp. 500.000,00/bulan
f. Kepala Sub Bidang ' { Rp.  200.000,00 / bulan
1g. Kepala Sub Bagian Rp. 200.000,00/ bulan _
| h. Kepala Seksi {Rp. 200.000,00/bulan
1. Kepala UPTD ; Rp. 200.000,00 / bulan
~}j. . Jabatan Fungs:or al Rp.  50.000,00 { bulan
k. Staf, o Rp. 100.000,00 / bulan
6 | Kantor, Kecamatan dan Kelurahan '
la. Kepala Kantor . Rp. 500.000,00 / bulan
b. Camat Rp 500. 003 00 / bulan




}

c. Lurah | Rp. 200.000,00/bulan
d. SekratarisCamat P - | Rp. 150.000,00/bulan..
e. kepala Seksi | Py - |Rp. - 150.000,00 /bulan
f. Sekretaris Lurah dan Kepala Seksn Rp. 150.000,00/bulan
 diKelurahan R
g. Staf - Rp. 100.000,00/ bulan

;
c. Besarnya pemberian 'tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesn
tempat bertugas dan kondisn kena diatur lebih lanjut oleh Bupati.

. Pesalb

leecuahkan dari ketentilan Pasal 4 Peraturan Bupati ini, pembenan tambahan
penghasilan di lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar diatur
tersendiri oleh Bupatl % ‘ |

. BABWV
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
! ' Pasal?

(1)Tambahan penghasnlan sebaganmana dimaksud Pasal 5 Peraturan Bupati ini
harus dicantumkan dalam DPA SKPD. -

(2) Pimpinan SKPD - menetapkan Keputusan - Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran tentang Pembenan Tambahan Penghasilan.

’/(3) Format Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dlmaksud ayat (2) Pasal ini
sebagaimana tersebut pada Lampnran Peraturan ini.
B BAB V
e PENUTUP
§ S Pasal 8

Peraturan Bupatl |ni mulai berlaku pada tanggal dludangkan dan dlberlakukan mulal
tanggal 1 Januari 2007. |

Agar setiap orang mengetahuinya memermtahkan pengundangan Peraturan
- Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Kabupaten Karanganyar

|

i

Ditetapkan di Karanganyar ,

pada tanggal &9\8\!&\1 &OO‘}

BUPATI ANYAR

" H. RINA IRIANI SRI RATNAN! GSIH, S.Pd, M.Hum. /

Diundangkan di Karanganyar | : S
pada tan S Jum JZOO}
SEKRETARI DAERAH | Ve
Drs. KASTO , MM /

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2007 NOMOR - 24




LAMPIRAN -

o " PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
v NOMOR 28 TAHUN c00f
SR C TANGGAL - 25" JuNI 2007

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD

'KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA A CAMAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 840/ TAHUN 2007 '

|  TENTANG

I

- PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Dl LlNGKUNGAN ..... (Nama SKPD)

| KEPALA .......(Nama SKPD) SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang Doa bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri
S|p|l di Lingkungan  ..... (Nama SKPD)‘ perlu diberikan
penghasilan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan

Keputusan Kepala ... (Nama SKPD) selaku Pengguna

Anggaran. , - . '

Mengingat ~  : 1. Undang-Undang Nomor 13 - Tahun 1950 tentang

o Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propmsn Jawa Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor 10 - Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

‘ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
4389); :

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagalmana telah diubah dengan Undang-’
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); :

4, Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2005 tentang_;:
' Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik::

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja lnstansn Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, .
- Tambahan Lembaran ;Negara Republik Indonesia Nomor
4614)

6. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah -
~dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2001 Nomor 9 Seri D 3);
%

|
!



8. ‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun

- 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 11 Seri D 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 12 Seri D.6.);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001
Nomor 8 Seri D.1));

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan

- Terpadu Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah

. : Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);

14. Pe{raturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16);

.15 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007
tentang Pemberian tambahan Penghasilan Kepada Bupati,
Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan
Pemerintah  KabupatenKaranganyar  (Berita  Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 28);

® | . MEMUTUSKAN
. . { .
Menetapkan , : ‘
PERTAMA : Penetapan Penberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
o - Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan .... (Nama SKPD) ditetapkan
sebagai berikut :
a. Kepala..... Rp. .......
b. ... e Rp. ..........
C. ... eeeennaees " Rp. ...
d ... Rp. ..ccee..
dst. ‘
KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007.‘




;.o‘" ’
// /

///f // KETIGA [  : Keputusan im muiai berlaku pada hnggal ditetapkan dan

i L s o d:berlakukan surut sejak tanggaH Januari 2007")

A e *D'tehpkand!Karanganvar
SRR : . e , padatanggal co

KEPALA SKPD
. Selaku

e Pengguna Anggaran

Tembusan
.~ 1. Bupati Karanganyar '
2. Kepala Badan Pengawas Kab
o Karanganyar |
3 Kepala Bagian Hukum Ortala
Setda Kabupaten Karanganyar

Keterangan ’ ‘ e ,
*) Pemberlakuan surut dngunakan apablla APBD dltetapkan setelah Tahun
Anggaran benalan - , S S

. BUPATIKARANGANYAR

| HLRINAIRIANI SRIRATNANINGSIH, $.Pd, M.Hum.




